
 
 

 

BUPATI  BARITO  KUALA 

PROVINSI  KALIMANTAN  SELATAN 

 

 
PERATURAN BUPATI BARITO KUALA 

NOMOR  74 TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,   

PELAPORAN DAN PENDATAAN SERTA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT 

PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BARITO KUALA, 
 

Menimbang : a. bahwa adanya perubahan penamaan SKPD serta 
kepentingan pelaksanaan teknis pelayanaan karena 

banyak wajib pajak yang ingin tetap dilayani padahal 
utang PBB belum dibayar sehingga akan berakibat pada 

bertambahnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih 
jika tetap tidak dilakukan perubahan; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) 

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 
 

2. Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang  Hukum    

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

 
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 

sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan 
Undang-undang Nomor 28Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4740); 
 

 



 
 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen 
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3674); 

 

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
UndangNomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, TambahanLembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  3987); 

 
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

darikorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4189); 

 
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 
 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  Lembaran  

Negara  Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 

 
 

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1997/8TAHUN~1997UU.htm


 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000 tentang 
Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan 

Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4050); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang 
Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama 
Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi 

Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4051); 
 

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 
 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala  Nomor 2  

Tahun  2013 tentang  Pajak  Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran  Daerah Kabupaten 
Barito Kuala Tahun  2013 Nomor 2, Tambahan  
Lembaran  Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 

Nomor 2); 
 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 36 
Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah; 

 
19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 26 Tahun 2017 

tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan 
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA 
NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA 

PENDAFTARAN,  PELAPORAN DAN PENDATAAN SERTA 
PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN 
OBYEK PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN. 

 
 
 



 
 

PASAL I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 56 Tahun 
2015 tentang Tata Cara Pendaftaran,  Pelaporan dan Pendataan Serta 
Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak dan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
diubah sebagai berikut : 

 
Sebelum perubahan : 
 

Ketentuan Pasal 11 berbunyi : 
 
 (4) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diberikan : 
b.  paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan 

secara lengkap dan benar bagi permohonan pendaftaran objek pajak 
baru; 

 

Sesudah Perubahan : 
 

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi : 

 
(4) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diberikan : 
b.  paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan 

secara lengkap dan benar bagi permohonan pendaftaran objek pajak 

baru, dengan catatan wajib pajak yang bersangkutan tidak memiliki 
piutang pajak daerah yang harus diselesaikan. 

 
PASAL II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito 
Kuala. 

 
Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 30 Desember  2019 

 
BUPATI BARITO KUALA, 

 
               ttd 
 

Hj. NOORMILIYANI AS. 
 

Diundangkan di Marabahan  

pada tanggal 30 Desember 2019 
    

  Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA, 
 

                  ttd 
 

       H. ABDUL MANAF 
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR 74 


